UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1958
TENTANG
KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan Undang-undang Kewarganegaraan Republik
Indonesia;

Mengingat :

a. pasal-pasal 5 dan 144 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

b. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan:

Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 1.

Warga-negara Republik Indonesia ialah:

a.

orang-orang Yyang berdasarkan perundang-undangan dan/atau
perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku
sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik
Indonesia;

orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum
kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik
Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik
Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum
kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan
ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia
kawin pada usia di bawah 18 tahun;
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anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia,
apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik
Indonesia;

orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik
Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan
hukum kekeluargaan dengan ayahnya,;

orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik
Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau
selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya;

orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua
orang tuanya tidak diketahui;

seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia
selama tidak diketahui kedua orang tuanya;

orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua
orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama
kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;

orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada
waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya
dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya
itu;

orang Yyang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia
menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Pasal 2.

Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang
warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh
Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak
itu.

Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan
oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah
pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini
mulai berlaku.

Pasal 3.

Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga-negara Republik
Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian
oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang
warga-negara Republik Indonesia, yang kewarga-negaraannya turut
ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada
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Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarga-negaraan Republik
Indonesia tidak mempunyai kewarga-negaraan lain atau menyertakan
pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang
ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau
menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian
dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan negara yang
bersangkutan.

Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah
orang Yyang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri
Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik
Indonesia dari tempat tinggalnya.

Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu
dengan persetujuan Dewan Menteri.

Kewarga-negaraan Republik Indoenesia yang diperoleh atas
permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri
Kehakiman.

Pasal 4.

Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah
Republik Indonesia yang ayah-atau ibunya, apabila ia tidak
mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, juga
lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik
Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri
Kehakiman untuk memperoleh  kewarga-negaraan  Republik
Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarga-negaraan Republik
Indonesia tidak mempunyai kewarga-negaraan lain, atau pada saat
mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan
menanggalkan kewarga-negaraan lain yang mungkin dimilikinya
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara
asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian
penyelesaian dwi-kewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan
negara yang bersangkutan.

Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah
orang Yyang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri
Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.

Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu
dengan persetujuan Dewan Menteri.

Kewarga-negaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas
permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri
Kehakiman.
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Pasal 5.

Kewarga-negaraan Republik Indonesia karena pewarga-negaraan
diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang
memberikan pewarganegaraan itu.

Untuk mengajukan permohonan pewarga-negaraan pemohon harus:
a sudah berumur 21 tahun;

b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu
mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu
selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling
akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;

C. apabila ia seorang laki-laki yang kawin-mendapat persetujuan
isteri (isteri-isteri)nya;

d. cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar
pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah
dihukum karena melakukan kejahatan yang merugikan
Republik Indonesia;

e. dalam keadaan sehat rokhani dan jasmani;

membayar pada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,-
sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan
Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya, tiap
bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi
penghasilan nyata sebulan;

g. mempunyai mata pencaharian yang tetap,

h. tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau kehilangan kewarga-
negaraannya apabila ia memperoleh kewarga-negaraan
Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan
menanggalkan kewarga-negaraan lain menurut ketentuan
hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum
perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik
Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh
mengajukan permohonan pewarga-negaraan.

Permohonan untuk pewarga-negaraan harus disampaikan dengan
tertulis dan dibubuhi meterai kepada Menteri Kehakiman melalui
Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat
tinggal pemohon;

Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama
dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-
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hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d.

Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia memeriksa
bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan
kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuannya
tentang sejarah Indonesia.

(4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan
pewarga-negaraan dengan persetujuan Dewan Menteri.

(5) Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan
mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau
perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan
sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga dari tanggal
keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau janji setia itu adalah seperti berikut: "Saya
bersumpah (berjanji): bahwa saya melepaskan seluruhnya, segala
kesetiaan kepada kekuasaan asing: bahwa saya mengaku dan
menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan
menepati kesetiaan kepadanya: bahwa saya akan menjunjung tinggi
Undang-undang Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan
akan membelanja dengan sungguh-sungguh: bahwa saya memikul
kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi
sedikitpun®.

(6) Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termaksud di
atas. Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu
dengan menempatkan keputusannya dalam Berita-Negara.

(7) Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga
bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka
keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.

(8) Jumlah uang tersebut dalam ayat 2 dibayarkan kembali, apabila
permohonan pewarga-negaraan tidak dikabulkan.

(9) Jika permohonan pewarga-negaraan ditolak, maka pemohon dapat
mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6.

Pewarga-negaraan  juga dapat diberikan dengan  alasan
kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara oleh Pemerintah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku
ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.
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